
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU 

NOMOR d. TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025-2045 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• 

• 

Menimbang 

Mengingat 

WALi KOTA LUBUK LINGGAU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 lentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

• Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang .. . 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 6056); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

13. Peraturan . . .  

9. 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

19. Peraturan .. . 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk 
Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagairnana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk 

Linggau Tahun 2021 Nomor 12); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU 

dan 
WALI KOTA LUBUK LINGGAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan ... 
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DAERAH TENTANG RENCANA 

• 

• 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA 

LUBUK LINGGAU TAHUN 2025-2045. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

I. Kota adalah Kota Lubuk Linggau. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kola Lubuk 

Linggau. 

3. Wali Kola adalah Wali Kola Lubuk Linggau. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kola Lubuk Linggau. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian 

dan Pengembangan yang selanjutnya disebut 

Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 

Kota Lubuk Linggau. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Wali Kola. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode l (satu) tahun. 

10. Rencana . . .  

6. 

7. 
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I 0 .  Rencana Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya 

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode l (satu) 

tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

BAB II 

KEDUDUKAN RPJPD 

Pasal 2 

(1) RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi 

Pemerintah kota dalam menyelenggarakan dan 

melaksanakan pembangunan selama periode 20 (dua 

puluh) tahun. 

(2) RPJPD Tahun 2025-2045, disusun berdasarkan visi, 

misi, arah kebijakan, dan Sasaran Pokok 

Pembangunan Daerah. 

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi 

pedoman bagi: 

a. calon Kepala Daerah dalam perumusan visi, misi, 

dan Program; dan 

b. Pemerintah Kota dalam menyusun RPJMD. 

BAB III 

SISTEMATIKA RPJPD 

Pasal 3 

(!) Dokumen RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025­ 

2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

merupakan bagian t:idak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) disusun 

dengan sistemat:ika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II .• 



BAB II 

BAB lll 

BABIV 

BABV 

BAB VI 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

DAERAH 

VIS! DAN MIS! DAERAH 

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN 

POKOK DAERAH 

PENUTUP 

• 

BABIV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD 

Pasal 4 

(1) Wali Kata melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap rencana RPJPD Kata. 

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD 

mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah 

kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi 

pembangunanjangka panjang Kata. 

(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD 

Iingkup Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Kepala Bappedalitbang. 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kata Lubuk Linggau 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau 

Tahun 2008 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak belaku. 

Pasal . . .  
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PasaJ 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ 
diundangkan. 

ah · memerintahkan Agar setiap orang menget umya, 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau 

ditetapkan di Lubuk Linggau 
pada tanggal, 8 A9u$ 2024 

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU, 

diundangkan di Lubuk Linggau 
pada tanggal, 

Pj. SEKRETARJS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU, 

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 1 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSL 
SUMATERA SELATAN 135/014 


